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Pengelolaan Keuangan
Sulteng Menggembirakan

SULTENG POST - Mantan Kepala BPK RI
Perwakilan Sulawesi Tengah Sumardi menilai
pengelolaan keuangan pemerintah daerah baik
provinsi maupun kabupaten/kota di daerah ini
cukup menggembirakan meski masih ada satu
entitas yakni Kabupaten Buol yang mempriha-

tinkan.

“Saya merasa bangga
‘bahwa seluruh pemda sangat
bersemangat untuk mening-
katkan tata kelola keuangan
daerah sehingga sebagian
besar laporan keuangan
pemerintah daerah (LKPD)
2012 sudah mendapat opini
‘Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dari BPK,” kata
Sumardi usai menyerahkan
jabatan Kepala Perwakilan
BPK RI Provinsi Sulteng
kepada Mokhammad Bayu

Sabartha di Palu, Kamis.

Sumardi mendapat tugas
baru sebagai Kepala BPK
RI Perwakilan Provinsi
Maluku Utara di Ternate
sementara Mokhammad
Bayu Sabartha sebelumnya
bertugas sebagai inspektur
di Kantor Pusat BPK RI di
Jakarta.

Acara serahterima ja-
batan ini dihadiri Gubernur
Sulteng Longki Djanggola,
‘Wagub HM. Sudarto, Sek-

prov Sulteng, para bupati/
wali kota, Ketua DPRD,
Sekretaris Daerah dan para
Kepala Inspektorat provinsi
dan kabupaten/kota se-
Sulteng.

Sumardi mengatakan dari
12 entitas pemda yang meny-
erahkan LKPD 2012 untuk
diperiksa BPK pada 2013 ini,
sembilan LKPD termasuk
LKPD Pemprov Sulteng me-
raih opini WTP, dua kabu-
paten yakni Parigi Moutong
dan Tolitoli mendapat opini
‘Wajar Dengan Pengecualian
(WDP) sedangkan Kabu-
paten Buol tidak mendapat
opini (disclaimmer).

“Khusus Kabupaten Buol
yang ‘disclaimmer’ itu, me-
mang ada penyimpangan
dalam penggunaan APBD
yangbelum ada penyelesai-

an dan butuh waktu untuk
menyelesaikannya, teru-
tama penataan asset-asset
tetap,” ujarnya.

Sumardi yang pernah
menjadi Kepala Perwakilan
BPK RI di Jambi dan Yo-
gyakarta ini menilai bahwa
secara umum LKPD pe-
merintah daerah di Sulteng
terdapat masalah dalam
pengelolaan asset tetap.

“Ada asset yang catatann-
ya ada tetapi fisiknya tidak
ada, ada pula yang fisiknya
ada tapi catatannya tidak
ada. Ini lebih membahaya-
kan lagi,” ujarnya.

Namun Sumardi menilai
bahwa secara umum pen-
yajian laporan keuangan
pemda se-Sulteng makin
baik dan ia yakin dengan
penyajian LKPD yang

transparan dan akuntabel
akan semakir memperce-
pat pertumbuhan ekonomi
daerah dan kesejahteraan
masyarakat.

Ketika ditanya mengenai
kondisi di Maluku Utara,
Sumardi yang kini menjabat
Kepala Perwakilan BPK RI
Maluku Utara itu mengata-
kan bahwa sampai saat ini
belum ada satupun entitas
pemerintah daerah yang
meraih opini WTP. Y

Sementara itu Gubernur
Sulteng Longki Djanggola
menyampaikan penghar-
gaan kepada BPK Perwaki-
lan Sulteng yang sangat in-
tens memberikan petunjuk-
petunjuk sehingga sebagian
besar LKPD pemerintah
daerah sudah meraih opini
WTP. ant




